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RINGKASAN

Perbankan di Indonesia, sempat mengalami masa yang memprihatinkan.
Mengingat kondisi yang demikian, banyak bank yang dilikuidasi, diakuisisi dan
dimerger. Penyebab utama adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang
berakibat terjadinya gejolak depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika dan
naiknya suku bunga yang melambung tinggi. Akibat yang muncul kemudian
adalah kredit macet. Debitur yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi kredit
macet maka berakibat dieksekusinya benda jaminan. Jaminan kredit yang
berjumlah di atas Rp 50 juta pada umumnya adalah tanah atau bangunan di
atasnya yang diikat dengan hak tangungan.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai
berikut : (1) bagaimana pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat
kredit macet dan akibat hukumnya ? ; (2) apa hambatan dalam pelaksanaan
eksekusi sertifikat hak tanggungan dan bagaimana pemecahannya?

Metodologi yang di gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah
secara yuridis normatif artinya mengkaji segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan dalam judul skripsi
ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa literatur dan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dengan
didukung data sekunder berupa wawancara. Analisa data yang di gunakan adalah
secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan diambil dengan mengunakan metode
berfikir deduktif.

Eksekusi benda jaminan pada umumnya melalui tahapan penerbitan Surat
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Pernyataan Bersama (PB),
Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa (SP), dan proses
penyitaan. Namun tidak demikian halnya dengan eksekusi sertifikat hak

tanggungan yang hanya melalui tahapan Penelitian, Surat Penerimaan Pengurusan

Piutang Negara (SP3N), Panggilan I dan atau Panggilan terakhir, dan Lelang.
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debitur, sehingga lunaslah hutang yang dimiliki debjtur.
Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran eksekusi

mengeluarkan surat Troya barang jaminan terhadap barang jaminan yang nilai

Jualnya di bawah pengikatan,

Pengurusan Piutang Negara dan Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002 “entang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang masih baru ditetapkan Pada tanggal 13 Jup; 2002
yang baru lalu, maka perlu dilakukan sosialisasi dari KP2LN Jember terhadap
bank-bank pemerintah dan instans; terkait agar proges pengembalian piutang

negara tidak mengalam; hambatan,
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1.1Latar Belakang

Pembangunan dari setiap pelita pada masa orde baru
hingga era reformasi tidak bergeser. Titik beratnya tetap pada
pembangunan bidang ekonomi. Dalam rangka menggiatkan
perekonomian, maka ada beberapa faktor penting untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah
faktor pembiayaan. Sumber dari pembiayaan ini dapat diperoleh
antara lain melalui bank dengan mengajukan permohonan kredit.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis yang mendalam atas ittkad dan kemampuan
serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam
penjelasan pasal 8 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
kredit yang diberikan oleh bank menanggung risiko, sehingga
dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas
perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi risiko dalam pemberian kredit maka
faktor jaminan merupakan hal penting yang harus diperhatikan
oleh bank. Bank juga harus melaksanakan penilaian yang
seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal
(capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition

of economy).
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Mengingat, bahwa agunan menjadi salah satu unsur
jaminan pemberian kredit, maka agunan dapat berupa jaminan
materiil, surat berharga yang disediakan oleh debitur untuk
menanggung pelunasan pembayaran kembali suatu kredit.

Apabila debitur tidak mampu lagi melakukan kewajibannya,
maka debitur dianggap wanprestasi. Biasanya bank akan
memberikan keringanan untuk mengatasi hal ini. Jika debitur
tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kredit tersebut
bisa digolongkan dalam kredit macet. Kredit macet dapat terjadi
pada setiap bank baik pada bark pemerintah maupun swasta.
Kredit macet yang terjadi pada bank pemerintah berarti sudah
menyangkut piutang negara.

Dalam era reformasi ini, penagihan kredit macet perbankan
baik bank pemerintah maupun bank swasta harus lebih intensif
dan dilaksanakan secara terarah dan terpadu antara instansi-
instansi terkait. Instansi-instansi yang menurut undang-undang
bertugas untuk mengurus dan menyelesaikan penagihan kredit
macet tersebut, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan Pengadilan
Negeri.

Keberadaan DJPLN/PUPN sebagai badan interdepartemental
yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan beriugas
untuk mengurus piutang negara sejak lama mutlak diperlukan.
Piutang negara dimaksud adalah hutang badan hukum atau
perorangan yang langsung terhutang kepada negara dan harus
dibayarkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah,
maupun bank negara. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara (KP2LN) merupakan pelaksana kewenangan DJPLN /
PUPN di daerak.
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Bank, khususnya milik pemerintah diberi kewenangan
untuk terlebih dahulu menyelesaikan sendiri kredit macetnya.
Namun apabila bank milik pemerintah tersebut tidak dapat
menyelesaikannya, sebagai langkah terakhir kredit macet tersebut
diserahkan penyelesaiannya kepada KP2LN.

Kredit dengan jumlah Rp 50 juta atau lebih menggunakan
jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan dibuktikan dengan
adanya sertifikat hak tanggungan. Menurut pasal 20 Undang-
undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila
debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi kreditnya sesuai
dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit,
maka kreditur langsung dapat mengeksekusi hak tanggungan
tersebut. Hal ini dikarenakan sertifikat hak tanggungan memiliki
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”, yang berarti sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan
eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap.

Kredit macet pada bank pemerintah berarti piutang negara,
karena penagihan piutang negara hendaknya dilakukan secara
efektif dan efisien. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis
ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk
skripsi dengan judul “EKSEKUSI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN
AKIBAT KREDIT MACET DAN HAMBATANNYA DI KANTOR
PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JEMBER."

1.2 Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang, perlu diuraikan batasan
ruang lingkup dari materi yang akan dibahas, untuk menghindari
adanya salah pengertian dan penulisan yang terlalu meluas dan
tak terarah.
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Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkupnya dalam hal
pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit
macet dan hambatannya di Kantor Pelayanan Piutang Lelang
Negara (KP2LN) Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji lebih jauh
dirumuskan sebagai berikut :
1. bagaimana pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan
akibat kredit macet dan apa akibat hukumnya ?
2. apa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat hak

tanggungan dan bagaimana pemecahannya?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :
1. untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;

o

. untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan
hukum dan ilmu hukum di Indonesia ; '

3. untuk mengimplementasikan dari ilmu hukum yang telah
diperoleh di bangku kuliah.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan
skripsi ini adalah :
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1. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan eksekusi
sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet dan akibat
hukumnya ;

2. untuk mengetahui hambatan yang dijumpai dalam
pelaksanaan eksekusi sertifilkat hak tanggungan dan

pemecahannya.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode-metode
tertentu, baik untuk mengumpulkan data, menganalisa, maupun
menarik kesimpulan. Metode-metode ini digunakan dengan
maksud agar diperoleh data yang obyektif, sehingga hasil
pembahasannya dapat memenuhi persyaratan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode adalah suatu
rangkaian cara yang diambil untuk mengetahui atau memahami
obyek yang sedang dibahas guna menemukan, mengembangkan
ilmu pengetahuan dan menguji kebenaran (Rony Hanitijo
Soemitro, 1990:20).

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah :
1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi
ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis
normatif yaitu pendekatan masalah ysang mempunyai maksud
dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten
untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan
dalam permasalahan ( Rony Hanitijo Soemitro, 1990:10).
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1.5.2 Metode Pengumpulan Data.
Metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini

dilakukan dengan cara :

1. studi literatur
Studi literatur dilakukan dengan cara membaca, mempelajari,
dan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan
terkait dengan rumusan masalah eksekusi sertifikat hak
tanggungan akibat kredit macet di KP2LN Jember, yang
merupakan sumber data primer untuk menghasilkan data
primer.

2. studi lapangan
Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak
yang berwenang, yaitu karyawan Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara (KP2LN) Jember, Bapak Said Choirul Sadikin
S.H. sebagai Kepala Seksi Informasi dan Hukum, dan Bapak
Agus Dardiri S.H. sebagai staf Seksi Informasi dan Hukum,
yang merupakan sumber data sekunder untuk menghasilkan

data sekunder.

1.5.3 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan
analisis data. Pada skripsi ini dilakukan analisis data secara
deskriptif kualitatif yaitu metode analisis dengan menggambarkan
atau menjelaskan suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas
angka-angka, melainkan berdasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas sehingga tampak hubungan yang menyeluruh.
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Setelah dilakukan pembahasan, maka tahap berikutnya
adalah melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode
berpikir deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan yang
berangkat dari pengetahuan yang umum sifatnya menuju ke

khusus.
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BAB 11
PERJANJIAN KREDIT BANK

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia
merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam.
Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada
hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1754-1769.
Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat
mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada
KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara
para pihak. Dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata
tersebut. Sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa
diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

Muhammad Djumhana (1993:240) menyatakan, bahwa
dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu
bank dengan bank lain tidaklah sama, namun disesuaikan dengan
kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian kredit
terscbut tidak mempunyai bentuk yang tertentu atau baku.
Namun dalam praktek ada banyak hal yang dicantumkan dalam
perjanjian kredit, misalnya definisi istilah yang dipakai dalam
perjanjian untuk kredit dengan pihak asing, jumlah dan batas
pinjaman, pembayaran kembali pinjaman, ketentuan tentang
boleh tidaknya debitur mengembalikan pinjaman lebih cepat dari
yang diperjanjikan, penetapan bunga dan denda jika lalai
membayar bunga, dan klausui tentang hukum yang berlaku dalam

perjanjian tersebut.
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2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Kredit
Menurut Muhammad Djumhana (1993 : 217) kata kredit
berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti percaya. Dasar
kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit
(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup
memenuhi segala sesuatunya yang telah diperjanjikan, baik
menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan Kkontra
prestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank,
karena dana yang ada di bank sebagian besar adalah milik pihak
ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam
penggunaan dana tersebut termasuk di dalamnya untuk
menentukan kredit
Istilah kredit mempunyai banyak pengertian. Menurut
Savelberg {dalam Mariam Darus Badrulzaman, 1991:24), kredit
berarti :
a. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana
seseorang berhak menuntut dari orang lain
b. sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu
kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali
apa yang diserahkan itu.
Selanjutnya  menurut  Thomas Suyatno (1993:12)
mengartikan kredit sebagai berikut :

“seseorang atau badan hukum yang memberikan kredit
{(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa
mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang
telah diperjanjikan. Apa yang telah diperjanjikan itu dapat
berupa uang, barang, atau jasa”.
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Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1

sub 11 merumuskan kredit sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian umum

kredit didasarkan pada kepercayaan kemampuan debitur untuk

membayar sejumlah uang pada masa datang. Selain itu juga

terkandung suatu kesamaan maksud yaitu adanya kewajiban

penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan

yang diperjanjikan, sehinggga dengan adanya kewajiban tersebut

berarti kredit hanya dapat diberikan kepada orang yang dapat

dipercaya atau mampu untuk mengembalikan pinjamannya.

Menurut Muhammad Djumhana (1993:219) unsur-unsur

yang terdapat dalam kredit yaitu :

1.

kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi
yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa
akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu
tertentu di masa datang.

tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima
pada masa yang akan datang.

degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai
akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima
di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin
tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan
manusia untuk menerobos hari depan masih terdapat unsur
ketidaktahuan yang tidak dapat diperhitungkan. Adanya unsur
resiko ini menimbulkan adanya jaminan pemberian kredit.
prestasi atau obyek kredit, yaitu diberikan iidak saja dalam bentuk
uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Mengingat
kehidupan modern saat ini didasarkan pada uang, maka transaksi-
transaksi kredit yang menyangkut uang sering dijumpai dalam
praktek.
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2.1.1.1 Pengertian Kredit Macet

Sebelum suatu kredit dinyatakan macet, ada beberapa

kriteria kredit seperti dinyatakan dalam Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998
tentang Kualitas Aktiva Produktif :

1. kredit lancar (pass), apabila memenubhi kriteria :

a.

b.

pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
dan memiliki mutasi rekening yang aktif ; atau

bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. kredit dalam perhatian khusus (special mention), apabila

memenuhi kriteria :

a.

e.

terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang
belum melampaui 90 hari ; atau

kadang-kadang terdapat cerukan ; atau

mutasi rekening relatif aktif ; atau

jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang
diperjanjikan ; atau

didukung oleh pinjaman baru.

3. kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria :

a.

terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang
telah melampaui 90 hari ; atau

sering terjadi cerukan ; atau

frekuensi mutasi rekening relatif renaah ; atau

terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
lebih dari 90 hari ; atau

terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi
debitor ; atau

dokumen pinjaman yang lemah.
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4. kredit diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria : -
a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang
telah melampaui 180 hari ; atau
b. terjadi cerukan yang bersifat permanen ; atau
c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari ; atau
d. terjadi kapitalisasi bunga ; atau
dokumen hukunm yang lebih baik untuk perjanjian kredit
maupun pengikatan jaminan.
5. kredit macet (loss), apabila memenuhi kriteria :
a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang
telah melampaui 270 hari ; atau
b. kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru ; atau
c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak
dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pada kriteria kelima diatas suatu kredit dikategorikan
sebagai kredit macet. Menurut Gatot Supramono (1996:131),
kredit macet adalah suatu keadaan seorang nasabah tidak mampu
membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang
demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar
janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan
perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar
lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis, adalah
wanprestasi.

Macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu :
1. debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah

diperjanjikan
2. debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
3. debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
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4. debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan,
misalnya yang diperjanjikan menyerahkan sejumlah kayu jati
tetapi debitur menyerahkan sejumlah kayu nangka

5. debitur melakukan yang dilarang oleh perjanjian yang telah
dibuatnya. Misalnya penyewa telah membangun sebuah kamar
karena rumah tidak cukup untuk ditempati sekeluarga,
padahal dalam perjanjian debitur dilarang mendirikan
bangunan tanpa seijin pemilik rumah.

Bank sebagai kreditur harus mengacu pada keempat hal
diatas dalam memberikan kredilnya kepada debitur. Kredit baik
dalam jumlah besar maupun kecil tentu menanggung resiko. Jika
hal-hal diatas dijadikan sebagai landasan kreditur dalam
pemberian kredit, maka resiko dapat diperkecil.

2.1.1.2 Penyebab Kredit Macet
Beberapa hal yang menjadi persoalan dalam perjanjian
kredit perbankan adalah pihak debitur atau nasabah bank
(peminjam) tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pokok
beserta bunganya.
Menurut Sutan Remi Syahdeini (1994:3-9), faktor-faktor
terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:
a. Faktor intern bank :
1. Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum
memeadai :
a. Aspek teknologis atau aspek finansial dari proyek yang
akan dibiayai terlalu complicated (rumit) dibandingkan
dengan kemampuan analis kredit yang menganalisis

permohonan kredit tersebut.
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Hal ini disebabkan karena :
- Pengalaman analis kredit yang bersangkutan belum
cukup
- Analis kredit belum memperoleh pelatihan yang
memadai

b. Kurangnya pemahaman terhadap bisnis dan sektor

usaha serta  pemasaran (marketing) dari produk/jasa

yang dimintakan kredit.
analis kredit tidak memiliki integritas yang baik. Bila
demikian halnya analis kredit mudah berkolusi dengan
nasabah.
para anggota komite kredit tidak mandiri. Misalnya mereka
mengikuti saja arah yang telah diletakkan oleh
pemimpinnya.
pemutus kredit takluk terhadap tekanan yang datang dari
pihak ekstern sehingga kredit yang seyogyanya tidak
diberikan karena usaha atau proyeknya tidak feasible
(kelayakan) kemudian kredit diputuskan untuk diberikan.
pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
Bank tidak dapat mendeteksi sendiri kemungkinan
terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam
penggunaan kredit. Hal tersebut dapat terjadi misalnya
oleh karena jumlah pengelola nasabah dibandingkan
jumlah nasabah tidak memadai.
pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan
jumleahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang
sesungguhnya.
bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan

pengawasan kredit yang baik.
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8  bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
Perencanaan ini termasuk pengetahuan bank mengenai
sektor-sektor ekonomi dan komoditi yang tidak seyogyanya
dibiayai oleh bank karena telah jenuh atau sedang
mengalami penurunan.

9. pejabat bank, baik yang sedang melakukan analis kredit
maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit mempunyai
kepentingan terhadap usaha atau proyek yang dimintakan
kredit oleh calon nasabah.

10. bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai
watak calon nasabah debitur. Permintaan informasi bank
kepada bank lain mengenai suatu calon debitur, seringkali
tidak kunjung dijawab oleh bank yang dimintai informasi.
Dan atas ketiadaan informasi itu bank memutuskan

pemberian kredit yang diminta oleh calon nasabah.

b. Faktor intern nasabah :
1. penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai
dengan tujuan perolehannya :
a. kredit modal kerja digunakan untuk investasi dalam
rangka ekspansi usaha/proyek yang bersangkutan
b. kredit modal kerja yang diberikan oleh bank untuk
suatu usaha tertentu digunakan oleh nasabah untuk
modal kerja nasabah yang lain
c. kredit digunakan untuk keperluan konsumtif
2. perpecahan antara para pemilik/pemegang saham
perusahaan
3. key person (orang penting) dari perusahaan sakit atau
meninggal dunia yang tidak segera digantikan oleh

perusahaan lain.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

4. tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan
meninggalkan perusahaan

5. perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost
(biaya yang tinggi) sebagai akibat banyaknya pemborosan,
kualitas SDM rendah, para anggota manajemennya tdak
mempunyai visi dan tidak mempunyai pengalaman yang
cukup atau pengetahuan yang memadai di bidang

usahanya.

¢. Faktor ekstern bank dan nasabah :

1. feasibility study (studi kelayakan) yang dibuat oleh
konsultan yang menjadi dasar bank untuk
mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak
benar

2. laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik yang
menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian
kredit telah dibuat tidak benar.

3. kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu
kredit diberikan berubah. Misalnya terjadi kejenuhan di
sektor ekonomi tertentu yang mnyebabkan usaha nasabah
terpukul, terjadi tight money policy (kebijakan uang ketat)
sehingga berakibat naiknya tingkat suku bunga kredit
sedemikian rupa di luar kemampuan nasabah debitur
untuk memikulnya, yang lebih lanjut mengakibatkan kredit
macet.

Barang jaminan dalam hal ini dilakukan penjualan secara
lelang di depan bank (kreditur) berapa pinjaman pokok, bunga,
biaya, dan ongkos-ongkos. Kelebihan hasil penjualan tersebut
dikembalikan kepada pihak debitur. Khusus bank pemerintah
menurut ketentuan yang berlaku apabila nasabah (debitur) tidak
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mengembalikan pinjarnan atau nasabah dalam keadaan kredit
macet, maka terdapat badan/lembaga yang menguasai barang-
barang jaminan itu, yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara (DJPLN), yang di daerah kewenangannya dilaksanakan
oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

2.1.2. Pengertian Benda Jaminan

Gatot Supramono (1996:75) menyatakan, kata “aminan”
dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal
1131 KUH Perdata dan penjelasan pasal 8 Undang-undang No. 10
tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun
1992 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut
tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun
demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa
jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang. Biasanya
dalam masalah pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta
agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya
untuk kepentingan pelunasen hutang, apabila setelah jangka
waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi.

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk
dimiliki kreditur, karena perjanjian hutang-piutang bukanlah
perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik
atas suatu barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi
hutang, dengan cara sebagaimana peraturan yaitu berlaku, barang
dijual lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi hutang, dan
apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada deditur.

Barang jaminan tidak selalu dimiliki debitur, tetapi undang-
undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga, asalkan

pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan
sebagai jaminan hutang debitur.
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Uraian diatas dapat memberikan pengertian, bahwa jaminan
adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana
debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan
hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
apabila dalam wakmu yang ditentukan terjadi kemacetan

pembayaran hutang si debitur.

2.1.2.1 Pengertian Benda Jaminan Umum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang tidak
menyebutkan adanya jaminan umum dan jaminan khusus,
namun dari sejumlah peraturannya dapat diketahui mana
jaminan yang bersifat umum dan khusus.

Untuk jaminan umum diatur dalam pasal 1 131 KUHPerdata
yang menyatakan segala kebendaan si berutang, bailk yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Sti Soedewi Masjchoen Sofwan (dalam Gatot Supramono,
1996:45) menyatakan bahwa debitur dalam hal ini cukup pasif,
tidak perlu membuat perjanjian jaminan, karéna perikatannya
sudah diatur oleh undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang
diadakan para pihak lebith dulu. Para kreditur konkuren
semuanya secara bersama-sama rnemperoleh jaminan umum yang
diberikan oleh undang-undang itu.

Dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik
debitur merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang
siapa kreditur yang membuat perikatan lebih dahulu. Semua
kreditur mempunyai hak yang sama, namun mengenai
pembayaran utang tidak dibagi rata dari hasil penjualan barang-

barang tersebut.
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Menurut pasal 1132 KUHPerdata, hasil penjualan barang-
barang itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut
besar kecilnya pivtang masing-masing kreditur, kecuali diantara
kreditur mempunyai hak untuk didahulukan.

Sehubungan dengan itu Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
(dalam Gatot Supramono, 1996:46) menyatakan, jaminan yang
demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian jaminan uang)
tidak memuaskan bagi kreditur, kurang menimbulkan rasa aman
dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan tersebut
kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta
kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada di
kemudian hari, serta kepada siapa saja debitur berutang, sehingga
khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak
cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.

2.1.2.2 Jaminan Khusus

Gatot Supramono (1996:55) menyatakan jaminan khusus ini
pihak debitur memperjanjikan kepada kredit atas suatu barang-
barang tertentu khusus diperuntukkan sebagai jaminan utang
debitur. Selain dapat berupa barang, jaminan khusus dapat
berupa orang, yang disebut perjanjian penanggungan (borgtocht).
Penanggungan (borgtochf) adalah suatu perjanjian dimana seorang
pihak ketiga untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan diri
untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala si berutang
tidak memenuhinya. Meskipun dapat berupa orang, tetapi pada
akhirnya harta benda orang yang bersangkutan yang dapat disita

dan dijual lelang untuk pelunasan utang.
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Untuk dapat membuat jaminan khusus, maka pada
perjanjian pokoknya harus diperjanjikan tentang adanya hai itu,
baru kemudian dibuat perjanjian jaminannya yang bersifat
accessoir (perjanjian tambahan).

Jaminan khusus yang diatur dalam KUH Perdata adalah
gadai dan penanggungan (borgtocht). Sedangkan hipotik kemudian
diatur di luar KUH Perdata yaitu dalam Undang-undang nomor 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Selain itu masih ada jaminan di luar KUH Perdata, yasng
timbul dalam praktek kemudian diakui yurisprudensi yaitu
fiduciaire eigendoms overdracht, yang kemudian diundangkan
dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Dengan demikian debitur tetap dapat memakai benda yang
dijaminkan itu untuk kelangsungan usahanya.

Jaminan fidusia dituangkan dalam perjanjian tambahan
(accessoir) dari perjenjian pokoknya (perjanjian kredit) yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Pembebanan jaminaxi
fidusia d‘buat dengan akta notaris. Benda yang dibebani fidusia
wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila
debitor wanprestasi, kreditor dapat menjual benda obyek fidusia
dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan
fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
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2.1.3 Pengertian Eksekusi

Berkaitan dengan pengertian eksekusi ini, M. Yahya
Harahap dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup Permasalahan
Eksekusi Bidang Perdata mengatakan bahwa :

«Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh

pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,

merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses
pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain
daripada tindakan berkesinambungan dari keseluruhan

proses hukum acara perdata” (1995 : 1).

Berdasarkan pengertian di atas, maka eksekusi itu pada
dasarnya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang
berupa tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak
yang kalah dalam berperkara. Pada prinsipnya eksekusi
meru;iakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde).

2.1.4 Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tangungan sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal 1 angka UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungarn adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
tahun 1960 tentang peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu. Hak tanggungan yang merupakan sebagai
jaminan itu dimaksudkan untuk pelunasan hutang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara implisit hak
tanggungan yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 4
Tahun 1996 itu menghendaki hak tanggungan memberi
kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya. Hak
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tanggungan itu juga selalu mengikuti obyek yang dijaminkan
dalam tangan siapapun obyek itu berada (asas droit de suif), dan
memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada
pihak-pihak yang berkepentingan serta hak tanggungan mudah
dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Hak tanggungan yang dikehendaki dalam UU No. 4 tahun
1996 itu dimaksudkan untuk memenuhi perkeinbangan
kehidupan perekonomian khususnya dalam lingkup perjanjian
utang-piutang, dan tuntutan keadilan serta kepastian hukum
masyarakat. Kehadiran UU No. 4 tahun 1996 tersebut tidak bisa
dipisahkan keberadaannya dari tuntutan di atas.

2.1.5 Pengertian Sertifikat Hak Tanggungan

Sertifikat hak tanggungan diterbitkan kantor pertanahan
yang merupakan bukti adanya hak tanggungan. Sertifikat ini
berisi buku tanah hak tanggungan dan akta pemberian hak
tanggungan. Oleh kantor pertanahan sertirikat hak tanggungan
diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Penyerahan
kepada pihak tersebut dipandang tepat sekali, beban sebagai
pemegang hak tanggungan sudah semestinya yang memegang
sertifikat dimaksud, dibandingkan apabila diserahkan kepada
pemberi hak tanggungan.

Pada sertifikat hak tanggungan disyaratkan memuat irah-
irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” Dengan irah-irah tersebut, dimaksudkan
sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang
sama dengan keputusan pengaadilan. Merurut pasal 14 ayat 3
UUHT sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah demikian,
berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai
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tanah. Jadi maksudnya dengan sertifikat hak tanggungan, apabila
debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi
pelelangan obyek hak tanggungan tanpa perlu mengajukan
gugatan perdata ke pengadilan negeri.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas
permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :Hak atas tanah yang dapat dibebani hak

tanggungan adalah :

1. Hak Milik

2. Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan

Ayat (2) : Selain hak-hak atas tanah diatas, hak pakai atas
tanah negara yang menurut ketentuan yang
berlaku wajib didaftar atas sifatnya dapat
dipindahtangankan dapat juga dibebani hak
tanggungan.

Ayat (3) :Pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas
tanah milik diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Ayat (4) :Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak
atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil
karya yang telah ada atau akan ada yang
merupakan milik pemegang hak atas tanah yang
pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam
Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  yang
bersangkutan.

Ayat (5) - Apabila bangunan, tanaman dan hasil karya
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak dimiliki
oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak
tanggungan atas benda-benda tersebut hanya
dapat dilakukan dengan penandatanganan serta
pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi
kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.
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7 Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut.

3 Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tangggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA."

Ayat (3) gertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang
mengenai hak atas tanah.

4. Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut

Ayat (1) Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan :

1. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk
menjual obyek hak tanggungan dalam pasal 6,
atau;

2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 ayat (2) ; obyek hak tangggungan dijual
melalui pelelangan umuim menurut tata cara
yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan untuk pelunasan piutang pemegang
hak tanggungan dengan hak mendahului
daripada kreditur-kreditur lainnya.

Ayat (2) :Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak
tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan
dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan
demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi
yang menguntungkan semua pihak.
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Ayat (3) : Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat
waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak .
tanggungan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya

" dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di deerah
yang bersangkutan dan atau media massa
setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan
keberatan.

Ayat (4) :Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak
tanggungan dengan cara yang bertentangan
dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) batal demi hukum.

Ayat (5) :Sampai saat pengumuman untuk lelang
dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan
utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu
beserta  biaya-biaya eksekusi yang telah
dikeluarkan.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Selama beium ada peraturan perundang-undangan vang
mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 14,
peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai
berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak
Tanggungan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan :
a. Pasal 1sub 11l

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.

b. Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan
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berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk
melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

7. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN) :
a. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut

PUPN bertugas mengurus piutang negara yang berdasarkan
peraturan ini telah diserahkan kepengurusannya kepada
pemerintah atau badan-badan yang dimaksud dalam pasal
8 peraturan ini.

b. Pasal 8 berbunyi :

Yang dimaksud piutang negara atau hutang kepada negara
oleh peraturan ini adalah jumlah hutang yang wajib
dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara
berdasarkan suatu peraturan.

c. Pasal 12 berbunyi :

(1) Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara
yang dimaksud pasal 8 peraturan ini diwajibkan
menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan
besarnya telah pasti ~menurut hukum, tetapi
penanggung hutangnya tidak mau melunasi
sebagaimana semestinya kepada PUPN.

(2) Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang
negara kepada pengacara.

(3) Tentang penyerahan keputusan piutang negara sperti
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh
intansi-instansi atau badan-badan termaksud kepada
menteri keuangan ataui pejabat yang untuk itu
ditunjuk.
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8. Kepres Rl No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negara (BUPLN) :
Pasal 2 berbunyi :

BUPLN mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan
piutang negara dan lelang baik yang berasal dari
penyelenggaraan pelaksaan tugas PUPN maupun pelaksanaan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
peraturan perundang—undangan yang berlaku.

9. Kepmenkeu RI No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara :
a. Pasal 1 angka 1:

Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada negara atau badan-badan yang baik secara
langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara,
berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab
apapun.

b. Pasal2 ayat 1:

Piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri
oleh instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan
usaha yansg modalnya sebagian atau seluruhnya dirniliki
oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

¢c. Pasal2ayat2:

Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil,
instansi pemerintah, lembaga negara atau badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan
pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.

10.Kepmenkeu Rl No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang :
a. pasal 1 angkal:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
media elektronik dengan cara penawaran harga secara
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lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha
mengumpulkan peminat.
lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan

putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang

dipersamakan dengan itu.
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III. UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN
KREDIT MACET

Kredit macet yang terjadi pada bank pemerintah merupakan
piutang negara. Dengan demikian harus ada upaya dari berbagai
instansi rterkait untuk menyelamatkan dan mengembalikan
piutang negara tersebut. Pada tahap awsl secara operasional,
penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui
beberapa cara, yaitu :

1. penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu perubahan syarat
kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka
waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan
besarnya angsuran maupun tidak ;

2. persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian
atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas
pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, danfatau
persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan
maksimum saldo kredit, dan konversi seluruh atau sebagian
dari pinjaman menjadi equity (penyertaan) perusahaan ;

3. penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat
kredi menyangkut :

a. penanaman dana bank, dan/atau ;

b. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi
pokok kredit baru, dan/atau ;

c. konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi

penyertaan dalam perusahaan.

29
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Selain penyelamatan melalui tindakan tersebut, penanganan
terakhir kredit macet dapat dilakukan melalui lembaga
penyelesaian piutang. Bagi bank milik pemerintah penyelamatan
kredit macetnya wajib diserahkan ke PUPN/DJPLN, sesuai pasal 8
jo pasal 12 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN).

Lembaga penyelesaian piutang yang berasal dari kredit
macet perbankan antara lain dapat ditempuh melalui lembaga-
lembaga sebagai berikut : |
1. badan khusus yang dibentuk sementara, yakni Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Asset Management

Unit (AMU).

Adapun dasar pembentukan badan khusus tersebut
adalah berdasarkan pasal 37 a UU No. 10 tahun 1998 tentang
Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 yang menetapkan
bahwa:

a. apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan
perbankan yang membahayakan perekonomian nasional,
atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah
berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat
sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

b. badan khusus tersebut melakukan program penyehatan
terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh
Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Yang dimaksud
dengan kesulitan perbankan yang membahayakan
perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem
perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi
krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang
berdampak kepada hajat hidup orang banyak.
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Menurut ketentuan ini, atas piutang bank terhadap
pihak ketiga yang diambil alih badan khusus, badan khusus
dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan
penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan
utang debitor yang bersangkutan pada bank dalam program
penyehatan.

Surat Paksa ini berirah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak
diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus ini dapat
melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang
berutang tersebut. Selanjutnya dapat melakukan pelelengan
atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian
piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi
perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja
untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun
badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan
penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan
perbankan pada saat ini adalah BPPN yang mempunyai tugas,
yaitu :

a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;

b. penyehatan aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban
debitur melalui Asset Management Unit (AMU)

c. pengupayaan pengembalian uang negara yang telah
tersalur kepada bank-bank
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2. Pengadilan Negeri
Berdasarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 dan pasal

10 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman, badan peradilan merupakan lembaga yang sah
dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak
lanjut dari UU No. 14 tahun 1970 ditetapkan berbagai
peraturan perundang-undangan yang menentukan batas
yurisdiksinya untuk setiap badan peradilan. Khusus mengenai
permasalahan sengketa, yurisdiksi termasuk kewenangan
lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang
secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila
disengketakan adalah pengadilan negeri.

Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta
dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri dengan 2 (dua)
cara, yaitu :

a. bank menggugat nasabah karena telah melakukan
wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati.
Bank dapat menggugat debitur yang melakukan
wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun
bunga. Pengadilan negeri dalam hal ini akan memproses
gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti
dan sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak.
Apabila proses pemeriksaan dilakukan, pengadilan negeri
akan mengeluarkan putusan yang dilaksanakan dengan
sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk
kepentingan pelunasan kredit.

b. bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang
jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna. Untuk
barang jaminan yang telah diikat secara sempurna seperti

dengan hak tanggungan, maka bank dapat langsung


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang
agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya
tanpa harus melalui proses gugatan biasa di pengadilan.
Sebelum mengajukan penetapan eksekusi, bank terlebih
dahulu harus mendaftarkan benda jaminan tersebut ke
pengadilan untuk memenuhi prinsip openbar yang
menentukan kepastian hukum kapan pengikatan barang
jaminan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini
sesuai dengan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR serta
berdasarkan asas ketertiban umum bahwa pengikatan
barang jaminan mempunyai kekuatan mengikat kepada
pihak ketiga, terhitung sejak tanggal diterbitkannya hak
tanggungan oleh kantor pertanahan.

Hal ini berbeda dengan pendaftaran conservatoir
beslag dan sita eksekusi yang merupakan kewajiban juru
sita, sehingga apabila bank lalai mendaftarkan dan ada
kreditur lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan
barang jaminan yang sama, hal ini akan merugikan bank
karena pelaksanaan eksekusi akan terhambat.

Dalam praktek, sita eksekusi (eksekutorial beslag)
atau conservatoir beslag oleh bank dapat ditangguhkan
pelaksanaannya  karena  pengadilan  mengabulkan
pelaksanaan conservatoir beslag  yang diajukan pihak
lain, seperti ikut campurnya pihak ketiga dalam perkara
(dardenverzet), atau pihak ketiga mengajukan gugatan
kepada pemilik benda jaminan. Hal semacam ini sering
dimanfaatkan oleh debitur yang merekayasa perjanjian
kredit baru dengan pihak ketiga pada waktu benda

jaminannya dieksekusi oleh pengadilan.
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2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Dengan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, PUPN
bertugas menyelesaikan piutang negara yang diserahkan oleh
instansi pemerintah atau badan-badan negara. Sehingga secara
hukum wewenang penguasaan hak tagihnya dialihkan kepada
PUPN/DJPLN. Mengenai prosedur eksekusinya diatur dalam
Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara.

3. Kejaksaan
Berdasarkan UU No. 5 tahun 1991, Kejaksaan dengan

kewenangan khusus dapat bertindak didalam maupun diluar
pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau negara.
Peranan kejaksaan dalam bidang hukum perdata dapat
disejajarkan dengan Government’s Law Office atau ‘Advokat
Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan diart'kan
sebagai pihak terafiliasi, sehingga berkewajiban memenuhi
ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur UU No. 7 tahun
1992 jo UU No. 8 tahun 1998 tentang Perbankan. Sehubungan
dengan hal tersebut, kejaksaan dalam melaksanakan tugas ini
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. untuk menangani masalah hukum perdata dalam hubungan
bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan Surat
Kuasa Khusus kepada kejaksaan ;

b. dengan surat tersebut, kejaksaan termasuk kategori pihak
terafiliasi yang wajib mematuhi UU No. 7 tahun 1992 jo UU
No. 8 tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk tentang

rahasia bank ;
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c. sebagai penerima kuasa, kejaksaan dapat bertindak untuk
dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/penagihan
hak tagih terhadap debitur ;

d. sebagai Government’s Law Office atau Advokat Negara,
kejaksaan harus menghormati rahasia kliennya dalam hal

ini bank yang telah memberi kuasa kepadanya.

5. Badan Arbitrase

Penyelesaian piutang negara melalui arbitrase diperlukan
para pihak karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata
di pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam
klausula arbitrase ditetapkan cara-cara dan susunan tim
arbiter (hakim/wasit) yang akan memutuskan sengketa. Tim ini
hanya berwenang memutus sengketa jika sebelumnya terjadi
kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa
melalui arbitrase, yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri.
Tanpa adanya kesepakatan tersebut, arbitrase tidak sah
memutus dan keputusannya tidak memiliki kekuatan hukum
(wawancara dengan Bapak Said Choirul Sadikin, S.H., Kepala
Seksi Informasi dan Hukum, KP2LN Jember pada tanggal 10
Oktober 2002).

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Akibat
Kredit Macet di KP2LN Jember dan Akibat Hukumnya
Eksekusi benda jaminan pada umumnya melalui tahapan

yang relatif panjang jika dibandingkan dengan eksekusi sertifikat
hak tanggungan. Bank menempuh eksekusi sebagai langkah
terakhir apabila debitur sudah tidak dapat lagi melunasi
kreditnya. Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan haruslah
memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
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barang jaminan yang akan dilelang telah diikat hak tanggungan

secara sempurna, yaitu telah memenuhi pasal 11 UU No. 4

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, antara lain dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan telah dicantumkan :

1) janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual dengan kekuatan sendiri
obyek hak tanggungan apabila debitur cedera janji ;

2) pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak
tanggungan bila telah dieksekusi.

telah diberikan penjelasan kepada para peserta lelang bahwa

pengosongan dilakukan melalui gugatan di pengadilan negeri ;

. tidak terdapat permasalahan dalam barang jaminan, misalnya

status pemilikan dan jumlah hutang ;
telah diterbitkan SP3N kasus piutang negara yang
bersangkutan ;
debitur telah dipanggil dan dijelaskan bahwa akan
dilaksanakannya eksekusi hak tanggungan ;
tidak terdapat gugatan atas barang jaminan yang akan
dieksekusi ;
KP2LN menguasai dokumen barang jaminan secara lengkap ;
penyerah piutang telah menyampaikan surat kesanggupan
untuk meroya pembebanan hak tanggungan (Dedy Syarif
Usman, 2000 : 12).

Eksekusi sertifikat hak tanggungan dalam prakteknya

melalui tahapan Penelitian, penerbitan Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Panggilan I dan atau
Panggilan terakhir, Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah
Piutang Negara, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Surat

Perintah Penjualan Barang Sitaan, Lelang, Piutang Sementara
Tidak Dapat Ditagih atau Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.
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Mengenai tahap prosedur eksekusi sertifikat hak tanggungan
dapat penulis uraikan sebagai berikut :
1. Tahap penelitian

Pada tingkat pertama bank pemerintah selaku pemegang
sertifikat hak tanggungan berusaha menyelesaikan sendiri
piutangnya. Apabila tidak berhasil, maka wajib menyerahkan
piutangnya tersebut pada KP2LN (pasal 2 ayat 1 dan 2
Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002). Secara normatif menurut
pasal 4 ayat 1 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002, jumlah
piutang minimal yang dapat diserahkan pada KP2LN
adalah Rp 2 juta per kasus.

Penyerahan piutang negara disampaikan secara tertulis
kepada KP2LN disertai Resume dan Dokumen (pasal 3 ayat 1
Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002). Resume berkas kasus
piutang negara yang diserahkan memuat hal sebagai berikut :

a. identitas penyerah piutang (dalam hal ini bank pemerintah);
b. identitas penanggung hutang atau penjamin hutang ;
c. bidang usaha penanggung hutang ;
d. keadaan usaha penanggung hutang pada saat piutang
diserahkan ;
e. dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian
kredit, akta pengakuan hutang, dan lain-lain ;
f. jenis piutang negara, anatara lain kredit investasi, kredit
modal kerja, dan lain-lain ;
penjamin kredit oleh pihak ketiga, misalnya PT. Askrindo ;
h. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet ;
i. tanggal realisasi kredit, dan tanggal-tanggal bank mengka-

7Q

tegorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan BI ;
j. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga,

dan ongkos/beban lainnya ;
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k. daftar barang jaminan ;

1. daftar harta kekayaan lain ;

m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang
telah dilakukan oleh bank ;

n. informasi lain yang dianggap perlu (pasal 3 ayat 2
Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002) ;

Dokumen-dokumen yang dilampirkan bank kepada

KP2LN adalah :

a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian,
keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang,
peraturan; kontrak, surat perintah kerja, dan dokumen lain
yang sejenis yang membuktikan adanya piutang ;

b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur,
rekening, bukti tagihan, dan atau dokumen lain yang
membuktikan besarnya piutang ;

c. dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan sutat
pernyataan kesanggupan penyerah piutang untuk
mengajukan permohonan rtoya bila piutang didukung
barang jaminan ;

d. surat-menyurat antara penyerah piutang dengan
penanggung hutang, terkait dengan upaya penyelesaian
hutang. Apabila diperlukan KP2LN dapat meminta bank
untuk memberi penjelasan seperlunya dan melakukan
penelitian lapangan atas kasus piutang yang diserahkan
{pasal 3 ayat 3 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).

Apabila kelengkapan dokumen dan resume berkas kasus
piutang negara tidak dapat dipenuhi oleh bank, sehingga tidak
dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, KP2LN
menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara
(pasal 18 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002). Penyerah
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piutang (bank) wajib melengkapi resume dan dokumen berkas
piutang tersebut sebelum diserahkan kembali pada KP2LN.

2. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
Setelah tahap penelitian berkas kasus piutang negara

dan dokumennya telah lengkap sehingga dapat dibuktikan
adanya piutang negara, KP2LN menerima pengurusan piutang
negara dan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara atau SP3N (pasal 15 Kepmenkeu No.
300/KMK.01/2002).
SP3N memuat hal-hal sebagai berikut :
a. nomor dan tanggal SP3N ;

identitas penyerah piutang dan penanggung hutang ;

pernyataan menerima pengurusan piutang negara ;

rincian dan jumlah piutang ;

tanda tangan KP2LN.

R - -

Sejak diterbitkannya SP3N pengurusan piutang negara
beralih pada KP2LN dan bank wajib menyerahkan dokumen
asli barang jaminan (pasal 17 ayat 1 dan 2 Kepmenkeu No.
300/KMK.01/2002).

3. Panggilan I dan Panggilan Terakhir.

Setelah adanya SP3N, KP2LN memanggil secara tertulis
fcepada penanggung hutang. Penanggung hutang dapat secara
perorangan maupun badan hukum (pasal 33-34 Kepmenkeu
No. 300/KMK.01/2002). Apabila penanggung hutang tidak
memenuhi panggilan 1, KP2LN melakukan panggilan terakhir
paling lambat selama 7 hari setelah tanggal menghadap yang
ditetapkan dalam surat panggilan (pasal 38 Kepmenkeu No.
300/KMK.01/2002).
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4. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) atau Pernyataan
Bersama

Bila debitur tidak datang, maka pihak KP2LN
menerbitkan PJPN. PJPN merupakan keputusan PUPN Cabang
Jawa Timur tentang besarnya hutang pokok, biaya, denda,
biaya lainnya, biaya administrasi sebesar 10 % dari nilai benda
yang telah dilelang untuk pengurusan piutang.

Jika debitur datang pada panggilan pertama, maka
diwawancarai oleh pihak KP2LN, untuk membuat pernyataan
bersama. pernyataan bersama berisi identitas debitur selaku
penanggung hutang daan Ketua PUPN Cabang Jawa Timur.
Keduanya merundingkan dan menyepakati tentang :

1. jumlah hutang debitur

2. kesanggupan debitur untuk membayar uang administrasi
pengurusan piutang sebesar 10 %

3. kesanggupan debitur untuk membayar biaya lain-lain
seperti asuransi, biaya pemeliharaan dan tindakan-

tindakan penagihan KP2LN serta penyitaan

5. Surat Paksa
Berfungsi untuk menekan debitur agar sesegera mungkin
membayarkan hutangnya. Surat Paksa ini ditandatangani oleh
Ketua PUPN cabang Jawa Timur. Surat Paksa mempunyai
kekuatan eksekutorial karena terdapat irah-irah “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

6. Surat Perintah Penyitaan

Setelah diterbitkan Surat Paksa, KP2LN memerintahkan
penyitaan terhadap tanah/bangunan yang dibebani hak

tanggungan dengan Surat Perintah Penyitaan, yang memuat
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identitas  tanah/bangunan dan dasar-dasar  hukum
diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.

7. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)

Surat memberi perintah kepada KP2LN untuk
melaksanakan pelelangan terhadap tanah/bangunan yang
telah disita dan hasil lelang diserahkan pada pemegang hutang
atau penjamin hutang, penyerah piutang (bank), dan biaya

administrasi.

8. Lelang

Lelang eksekusi terhadap benda jaminan menggunakan
sertifikat hak tanggungan seperti telah diuraikan di atas tidak
memakai prosedur sita. Hal ini karena sertipikat hak
tanggungan telah mempunyai titel eksekutorial. Berdasarkan
pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan
dinyatakan bahwa :

“Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak

tanggungan atas perbuatan sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil
penjualan tersebut.”

Dengan ketentuan ini KP2LN dapat melaksanakan
eksekusi benda jaminan yang telah diikat hak tanggungan
secara sempurna tanpa penetapan Pernyataan Bersama (PB)
atau surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Dengan
kata lain KP2LN tidak perlu menumpuh terlebih dahulu
prosedur biasa yaitu paksa dan sita. Hal ini jelas
mempersingkat pengurusan piutang negara (Dedy Syarif
Usman, 2000:13).
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Adapun tahapan lelangnya adalah:

1. pengumuman lelang yang dilaksanakan oleh KP2LN mela-
lui surat kabar, selebaran maupun media elektronik
lainnya (pasal 246 Kepmenkeu No. 304/KMK.O1 /2002 jo
pasal 13 Kepmenkeu No. 304/ KMK.01/2002). Pengumu-
man lelang memuat minimal:

a. identitas penjual (KP2LN) ;

hari, jam , tanggal dan tempat lelang ;

nama, jenis, dan jumlah barang ;

besar dan cara penyetoran uang penawaran lelang ;

lokasi, luas, dan jenis hak atas tanah (jika barang tidak

bergerak).

2. Penetapan nilai limit barang berdasarkan laporan penilaian

® p o o

yang masih berlaku. Nilai limit barang ditetapkan paling

rendah sama dengan nilai likuidasi. Nilai limit adalah nilai

pelepasan barang terendah dalam lelang, sedangkan nilai
likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui lelang

setelah memperhitungkan resiko penjualannya (pasal 247-

248 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).

3. Persiapan lelang

Pada tahap persiapan ini dibagi menjadi :

a. persiapan dokumen persyaratan lelang,

b. pemberitahuan rencena lelang pada penanggung
hutang atau penjamin hutang secara tertulis melalui
kurir/pos paling lambat 7 hari sebelum lelang dilak-
sanakan (pasal 252-253 Kepmenkeu No. 300/KMK.O1
/2002).

4. Pelaksanaan Lelang
Lelang dilaksanakan di hadapan pejabat lelang, yaitu orang

yang secara khusus diberi kewenangan oleh Menteri
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Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang Jalmnan
secara lelang. Apabila lelang dilaksanakan tanpa kehadiran
pejabat lelang, maka menurut undang-undang dinyatakan
tidak sah (pasal 25 Kepmenkeu No. 304/KMK.01 /2002).
Dengan demikian Kehadiran pejabat lelang mutlak adanya
dalam pelaksaan lelang.

. Pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan harga, maka dilakukan
pembayaran terhadap tanah dan atau bangunan obyek
sertifikat hak tanggungan. Menurut pasal 41 Kepmenkeu
No. 304/KMK.01/2002, pembayaran uang hasil lelang
dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro paling lambat
3 hari kerja setelah lelang. Pembayaran dengan menyim-
pang dari ketentuan tersebut harus dengan ijin- dari
Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama
Menteri Keuangan.

. Risalah Lelang

Setelah lelang selesai dilaksanakan dibuat risalah lelang
dan grosenya (salinan). Risalah lelang merupakan berita
acara pelaksanaan lelang yang dibuat pejabat lelang yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para
pihak. Grose risalah lelang adalah salinan asli dari risalah
lelang yang memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal demikian berakibat grosse
risalah lelang sama dengan grosse akta lainnya yang
mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(pasal 1 angka 16-17 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

44

Adapun isi risalah lelang memuat antara lain:
a. waktu dan tempat lelang ;
b. identitas pejabat lelang dan penjual ;

c. sifat barang dan alasan dilelang ;

d. sifat kelengkapan/bukti kepemilikan barang (tanah
atau bangunan) ;

e. identitas dan harga beli ;

f. jumlah barang yang ditawarkan ;

g. banyak surat yang dilampirkan dalam risalah lelang ;

h. jumlah perubahan dalam risalah lelang seperti coretan

dan gantian.

Berdasarkan pengertian lelang dalam pasal 1 angka 1
Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002 dapat digali pemahaman
bahwa akibat hukum eksekusi adalah seperti jual beli. Debitur
harus melepaskan kepemilikan tanah/bangunannya kepada
pemenang lelang. Uang hasil lelang eksekusi tersebut
diserahkan kepada kreditur/bank untuk melunasi hutang
debitur, sehingga lunaslah hutang yang dimiliki debitur,
setelah dipotong bea lelang sesuai ketentuan pasal 32
Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002 (wawancara dengan Bapak
Agus Dardiri, S.H. staf Seksi Informasi dan Hukum KP2LN
Jember, pada tanggal 16 Oktober 2002).

Eksekusi sertifikat hak tanggungan diatur pula dalam
pasal 20 dan 21 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
(UUHT). Menurut pasal tersebut ada dua cara eksekusi yaitu :

1. melakukan penjualan obyek hak tanggungan
2. melakukan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.

Penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan
berdasarkan pasal 6 UUHT yang memberikan ketegasan bahwa
pemegang hak tanggungan pertama mempunyai kedudukan
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diutamakan. Penjualan tersebut dilakukan oleh pemegang hak
tanggungan berdasarkan janji untuk menjual (beding van
eigenmachtige verkoop) sebagaimana diatur dalam ketentuan
pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT yang ditegaskan kembali dalam
pasal 20 ayat (1) UUHT. Penjualan obyek hak tanggungan
memungkinkan dilakukan dibawah tangan, apabila hal
tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan
akan diperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan
semua pihak.

Setiap eksekusi pada prinsipnya harus dilaksanakan
melalui pelelangan umum. Namun pada kenyataannya,
pelelangan tidak selalu menghasilkan harga tinggi, sehingga
dalam ketentuan pasal 20 ayat 2 UUHT penjualan obyek hak
tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan, dengan syarat
ketentuan pasal 20 ayat (3) terpenuhi. Keleluasaaan dalam
UUHT dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat
penjualan dan diperoleh harga yang tinggi.

Eksekusi dengan titel eksekutorial dapat dilakukan
berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) UUHT, bahwa
sertipikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak
tanggungan memuat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian
sertipikat hak tanggungan seperti telah diuraikan diatas
memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (wawancara
dengan Bapak Agus Dardiri, S.H. tanggal 18 Oktober 2002).

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa eksekusi
sertipikat hak tanggungan seperti diatur dalam UUHT telah
memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bag
pemberi dan penerima hak tanggungan. Adanya perlindungan
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dan jaminan tersebut terbukti dengan adanya keleluasaan bagi
pemberi dan penerima hak tanggungan untuk melaksanakan
eksekusi hak tanggungan sesuai dengan kesepakatan kedua
belah pihak, selain melalui KP2LN.

Apabila lelang hasilnya tidak mampu melunasi hutang
debitur dan barang jaminan telah dilelang dan dicairkan
seluruhnya maka KP2LN menerbitkan Surat Piutang Sementara
Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Namun sebaliknya apabila telah
lunas diterbitkaan Pernyataan Pengurusaan Piutang Negara

Lunas.

3.2 Hambatan-hambatan dalam Eksekusi Sertipikat Hak
Tanggungan dan Pemecahannya
Dalam eksekusi sertipikat hak tanggungan terdapat faktor-
faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran
eksekusi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :
a. hasil eksekusi/lelang tidak mencukupi piutang negara
Dalam hal ini tanah/bangunan yang dibebani hak
tanggungan yang telah dilelang tidak dapat memenuhi jumlah
piutang negara yang harus dibayar debitur penaﬂggung
hutang. Hal ini disebabkan karena nilai barang jaminan yang
terjual tidak menutup jumlah hutang. Dengan perkataan lain
nilai benda jaminan lebih rendah daripada nilai hutang. Upaya
yang akan dilakukan bila menjumpai hambatan ini adalah
mengusut harta kekayaan lain milik debitur di luar benda
jaminan untuk disita, kemudian dilelang. Meskipun sulit,
upaya ini harus dilakukan juga agar jumlah hutang debitur

pada negara dapat dilunasi secepat mungkin.
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b. gugatan dari pihak ketiga

Gugatan ini merupakan hal yang sering dialami karena
masalah administratif yang “dianggap” cacat hukum. Misalnya
terlambatnya surat panggilan KP2LN yang diterima penanggung
hutang tentang pemberitahuan eksekusi diakibatkan kesalahan
pihak pos atau kurir. Hal ini dapat saja terjadi mengingat
wilayah kerja KP2LN Jember yang meliputi beberapa
kabupaten yaitu Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo,
dan Banyuwangi. Penyelesaian yang diambil oleh KP2LN adalah
dengan memberikan penjelasan dengan disertai bukti yang
kuat kepada pihak penggugat, sehingga gugatan tidak
dikabulkan majelis hakim.

c. adanya intervensi pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi
memerlukan fiat pengadilan.

Intervensi pengadilan dapat menghambat jalannya
eksekusi sertifikat hak tanggungan karena keluarnya fiat
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